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                    ABSTRAK :  Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017  tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernurnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017  

tentang Kampanye Pemilihan Gubernurnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini 

adalah: 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014  tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjdi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); Undand-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 



Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentan, Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615; 

Peraturan Komisi Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan nomor 3 Tahun 2017 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam 

Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068). 

  

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 272/PL.02.4-

Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang : 

- Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020; 

- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU 

berbasis Desa/Kelurahan terdiri atas 205 Lokasi; 

- Dalam hal Peserta Pemilihan Buapti dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 

2020 melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang 

menjadi milik Perseorangan atau Badan Swasta harus dengan izin tertulis 

dari Pemilik tempat tersebut; 

- Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau 

kawasan setempat; 

- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di: 

o Tempat ibadah, Termasuk halaman; 

o Tempat sakit atau tempat pelayanan kesehatan; 



o Gedung milik Pemerinta; 

o Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah); 

- Pemasangan, perawatan pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan 

baliho, umbul-umbul atau spanduk menjadi tanggung jawab peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020; 

- Penerbitan dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan paling 

lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. 

 

                         CATATAN : -       Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25  September 2020. 

- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman dan Lampiran 5 halaman 


